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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR: 8 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa kekayaan seni-budaya dan keunikan 
kehidupan sosial yang  merupakan hasil 
karya, rasa, karsa masyarakat serta 
keanekaragaman flora dan fauna, bentang 
alam dan saujana merupakan modal dasar 
dalam melaksanakan pembangunan 
kepariwisataan nasional dan daerah, yang 

http://www.bphn.go.id/



NO.  7                                     2008                                    SERI. E      
  

2 
 

dilakukan secara sistematik, terencana, 
holistik, terpadu, berkelanjutan, dan 
bertanggung jawab, dengan tetap 
memberikan perlindungan terhadap nilai-
nilai agama, budaya yang hidup dalam 
masyarakat, dan kepentingan nasional; 

b. bahwa wilayah Jawa Barat merupakan  
daerah tujuan wlsata yang memiliki potensi 
wisata yang beragam dan menarik, terdiri 
dari potensi alam, budaya, dan kreasi 
manusia lainnya yang perlu dikelola dan 
dikembangkan untuk tujuan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dengan 
memanfaatkan seluruh sumber daya 
pariwisata daerah;  

c. bahwa pengembangan dan pengelolaan 
sumber daya kepariwisataan bersifat 
multidisiplin dan multi pemangku 
kepentingan, sehingga diperlukan adanya 
keterpaduan antar disiplin dan antar 
pemangku kepentingan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur 
Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 
tentang  Pembentukan Provinsi Jawa Barat  
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi  Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Tahun 1990 Nomor  49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  3419); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3472); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3470);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4412); 
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7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4279); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4724); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4737 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4761); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4833); 
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